
Menimbang

BUPATI KONAWE SELATAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAI{ BUPATI KONAWE SEI"ATAN

NOMOR: t, TAHUN 2O2O

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN DAN REVISI ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

bahwa dalam pelaksanaan anggaran, pergeseran anggaran

merupakal hal yang diperbolehkan sesuai ketentual pasal 163

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 160 ayat (7)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus

Diseose 2019 (COVID-19);

bahwa mengantisipasi adanya perubahan yang teq'adi dalam

proses pelaksanaan keuangan daerah pada tahun be{alan dan

penanganan dan pencegahan pandemi corona uitus diseo'se 2Ol9

(COVID-I9) dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang

membahayakan perekonomian dan/ atau stabilitas sistem

keuangan daerah, perlu dilakukan mekanisme pergeseran dan

revisi anggaran;

a.

b.

I
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Mengingat

c.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Tata Cara pergeseran dan
Revisi Anggaran, dengan menuangkannya dalam peraturan

Bupati Konawe Selatan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pembentukan

Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367);

Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tamba}ran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4400);

Undalg-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keualgan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repiblik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan

Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5679);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2\lg tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5219);

10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor I Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan

Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional danlatau Stabilitas Sistem Keuangan

(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

11. Peraturar Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2L Tahun 2O2O

tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka

Percepatan Penanganan Corono Vints Di.sease 2019 (COVID-I9!

(Lembaran ltlegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91,

Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 62187);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang dal Jasa Pemerintah (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020

tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona

Vins Dbease 2019 (COVID-19);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 310);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020 lBerita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 655);

17. Peraturan Menteri Keualgan Nomor 19/PMK.O7 /2020 tentang

Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi

Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2O2O Dalam

Rangka Penanggulangan Corona Vints Di^sea^se 2019 (COVID-I9)

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 250);

18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Hk.01.07/MENKES/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi

Khusus Bidang KesehatErn Untuk Pencegahan dan/ataU

Penanganan Covid- 19 Tahun Anggaran 2020;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1l Tahun

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11);

20. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 18

Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Tahun 2014 Nomor 15);

21. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita

Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014 Nomor 19).
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG TATA CARA

PERGESERAN DAN REVISI ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan peragkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusar

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyar Daerah menurut asas otonomi serta tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

4. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Selatan;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe

Selatan;

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut

PPKD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Konawe Selatan yang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan bei'tildak sebagai

Bendahara Umum Daerah;

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Selanjutnya di

singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah

Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah

Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
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9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OpD

adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

10. Pergeseran Anggaran adalah perubahan yang terjadi yang

mengakibatkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar
kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar
rincian obyek belanja sehingga mengakibatkan perubahan jumlah

anggaran;

11. Revisi Anggaran adalah perubahan yang terl'adi di dalam rincian

obyek belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan/atau

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran OPD dan PPKD

yang tidak mengakibatkan perubahan jumlah anggaran antar

unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek

belanja dan antar rincian obyek belanja;

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat

DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan

pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan

anggaran oleh Pengguna Anggaran;

13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya

disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai

dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna

anggaran;

14. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang

bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk

mengatur ketersediaan darta yang cukup guna mendanai

pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;

15. Keadaan Luar Biasa adalah keadaan yang menyebabkan

estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD

mengalami kenaikan atau penumnan lebih besar dari SV/o llima
puluhpersenl;

16. COVID-19 adalah Corona Virus Diseo.se 2Ol9 Sebagai jenis

penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
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BAB II
MEKANISME PERGESERAN

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dapat melakukan

pergeseran anggaran meliputi :

a. Antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar
jenis belanja;

b. Antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan; dan

c. Antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.

(21 Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a. Keadaan darurat;

b. Keadaan luar biasa;

c. Dana - dana khusus yang diterima Pemerintah Daerah

Kabupaten Konawe Selatan yang belum ditampung dalam

APBD karena adanya ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan serta adanya Kebijakan Pemerintah yang bersifat

strategis;

d. Penyelesaian pembayaran program/kegiatan yang dibiayai

dari dana pinjaman daerah;

e. Penyesuaian petunjuk teknis program / kegiatan yang

bersumber dari pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan

Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU Tambahan);

f. Penanggulangal dan pencegahan pandemi Corona Vints

Dsease 20 19 (COVID- 19).

Pasal 3

Kepala OPD mengajukan usulan pergeseran anggaran secara

tertulis dengan dilengkapi penjelasan anggaran yang mengalami

perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau

pengurangan akibat pergeseran dan revisi anggaran kepada

Kepala Daerah.
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Pasa-l zl

Pengajuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf b dan hurufc, dilaksanakan paling lambat

akhir bulan Maret tahun berjalan dan/atau selama masa

kedaruratan kesehatan masyarakat pandemi Covid- 19.

Pasal 5

Pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis

belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan setelah

mendapat persetujuan dari Kepala Daerah dan diberitahukan

kepada DPRD oleh OPD yang melakukan pergeserzrn dan rerrisi

€rnggaran.

Pasal 6

(1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (l) dituangkan dalam Perubahan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan

dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD;

(2) Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa

penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam

kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Perubahan APBD.

Pasal 7

Tata Cara Pergeseran dan Revisi Anggaran, sebagaimana

tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB III
PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati
Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Pergeseran dan Revisi Anggaran (Berita Daerah Kabupaten

Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlal<u pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerinta_hkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe selatan.

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2O2O NOMOR..l?

9
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LA.}IPIR.A.!I PERAT'IIRTI| BI'PATI AOI{APE SEX,ATAT
I{ouoR : 12 TAHUr 2o2o
TEIITAITG : TATA CARA PERGFSERAI DAN

REVISI A.ITGGARAIf

A. Format DPA - Pergeseran/ Revisi

IX)XI'XET PELAI(SAXAAIT ATGGARAIT
ORGAITIIIAI}I PERIIIGXAT DAERAH !.OMOR DPA OPD

I(.ABI'PAIEI XOTIAWE AEIATAIT
TAIIUT A]IGGARAIT Z'.. rErErErrr52

FormEltt DPA-
oPD 2,2.1 Rd

Urusan Pemerintaltan

T.rget XlnerJtIndttato!
I!4!ltorg!! r4or! ql[' xhgIj! !gr{r

Tolol ULur xrrEJr

Kegiate

H6il

Sumber Dana

Wal<tu Pelaksanaan

OPD
Rincim Dokumen Pelaksanaan AnAgaran a Lmasung menurut prcaram dan perkeaiataBelal1j

nhcirlr P.tlrtlrla.r

1

43
5
5 x.x

Kodc
Rcl.drlg HEgr s.t[r!

Mengesahkar
PE IABAT PENGEIOLA KEUANGAN DAERAH

NIP

Andoolo, ...- -.. - -...
PENGCUNA ANGGARAN

NIP

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
TRIWJLAN I RP

TRIWULAN n Rp.
TRIWULAN III RP

TRIWULAN IV Rp
J U MLAH RP

TIM ANGGARAN PEMERINIAH DAERAH
NIP JABATAN TANDA TANGAN

--+I-T

lbtu..u JU-ELI

6={3xs)



B. Forrnat Surat Tanggung Jawab Mutlak

KOP SURAT

SURAT PER]YYATAAIT TANGGIING JAWAB MUTLAI(

NOMOR:

Nama Satuan Ke{a

Nama Kegiatan

Nomor DPA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas

dilakukanrrya Pergeseran Anggaran /Revisi Anggaran pada Kegiatan

serta akan meLaksanakan kegiatan tersebut

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yalg berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan Sebenarnya

Andoolo,

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

fTD Asli & di Stempel Basah

( Nama t.e nskap )

NIP.



Isian DPPA Antar obyek belanja padajenis belanja bcrkenaan

POI(I'TEII PEI.AI(BAIIAAIT PETUIIAII/IX AIIqCAX,AII
ORGAXIAASI PER.AICI{IT DAERAII

IAII'PATET HOIIAEE SIEIAT.IIII
TAHI'I| AI{GGANAi 2O...

ForEullr
DPPA.OPD

2-2.L
Urusn Pem6nntahan : x. ro(

Latar Belakng Poruba]'an/dians8arkan dalam Perub.hrn APtsD

IEdrtrtor d..ll Tolok Utu

E h.lE8 p.rdb..hr! S.b.lEE p.rEb.trD

R ncien Angaarrn Belanja L€ngsunS menurut prcgrm dtu kegiatan
Daerah

rodo R.L@irr Aot Ll1 Pdrb..h..a
&.DLh lRp) H!|rtr S.ttrE JuELblRpl

q-€rlsl4
5X
5x

s.D.l@ EGruDltE BdtlEb.b/B6.fuug
(RP.l {%t

NIP

Andoo1o,... ....,.....
Penqquna AnEA.ru

Menyetujui
Sd<retaris Daerah
SELAKU KOORDINATOR PENGELOLEAN KEUANGAN DAERAH,

Mengesahkan
PE.JABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,

NIP

T.rt t xlr.Ej.
a.tGb5 PeEb.br! : a.rdri pGlt tr.

l6dlt tor
-- t"l"l Ulr fUrd. 
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